
n 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

PERATURAN BUPATI HOW SUNGAI TENGAH 

NOMOR 64  TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANO KEDUDUKAN. TOGAS DAN FUNGSI. SERTA 
TATA KERIA 1NSPEKTORAT 

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HOW SUNGAI TENGAH, 

Menimbang a.  bahwa untuk melaksanakan ketencuan Pasal o Peraturan 
Dacrah Hulu Sungai Tengolt Nomor I1 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dun Susunan Pcmngkat Daerah. 
sebagaimana Lela!' diubah dengan Pcraturun Daerah 
Kalmtgaten Hula Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahon Kedua Atas Peraturan Daenth 
Katbupaten Hulu Sungai Tengah Nomor I I Tabun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: 

b. bahwa susunan organisasi Inspektorat telah ditetapkan 
pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organittasi Pertangkat Dacrah. sebagaimana telalt diubalt 
beberapt kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 
19 Tahun 2020 tentang Pentbahan Keempat Peraturan 
Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisant Pcrangkat Dacrah:2016 tentang Susunan 
Grafitti:cosi Perangkat Daerah; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dtmaksud 
dalam huruf a dan bumf b, make perlu menctapkan 
Pert:aura°  Hupttti Hulu Sungai Tengah tentang 
Pcrubahan Atas Peratunm Bupati Hutu Sungal Tengah 
Nomor 28 Tahun 2018 centring Kedudukan, Tugaa dan 
Fungsi sera Tata Kerja Inspektorat. 



Mengingat I.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenting 
Pent tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 
tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
Sebagai Undang-Undung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lynda:ran Negaru Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undong- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negaro (Lembarun Negate Republik Indonesia Tabun 
2014 Nomor 6. TumIxilian Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaitnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tanning Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ILemItaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Turnbahan Lembarun 
Megan: Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Penn-wan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ILembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraniran Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negate 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6402); 

5. Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Slanajemen Petunia: Negeri Sipil iLembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63. Tambehan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Pemturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 (twang 
Pembinaan  elan Pengawasan  Penyelenggaman 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaro Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 60411; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
II Tahun 2016 ionising Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tabun 2016 Nomor Ii. Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai length Nomor 
1011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 
tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten /lulu Sungai Tengah Nomur 11 Tabun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
ILembaran Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2020 Nomor 03); 



8.  Petaluma Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 
sebagaimana telah diubah bebcrupa kali terkahir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Perubithan Keempat Atas Peraturan Bupata Nomor 43 
Tohun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Write Daerah Kahupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2020 Nomor 19). 

MEMUTUSKAN 

Mcnetapkan:  PERATURAN blUPAT1 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI HVLU SUNOAI TENGAH NOMOR 28 
TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSL 
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan &dam Peraturan dulam Peraturan Bupati Hutu Sungai Tengah 
Nomor 28 Tabun 2018 tentang Kedudukan. Tugas dun Fungal, Serta Tata Kerja 
Inspektorat Media Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 281 
diubah sebagai berikut 

I. Ketentuan Nord 3 diubah, sehingga Paso] 3 berbunyi sehagai tcrikut 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pa sal 3 

Susunan Organisasi Inspektorut terilin alas: 
a. Inspektur; 
b. Sekretnriat. membawahkan . 

1. Subbagian Urnum dan Kepvituwaian; 
2. Subbagian Evoking' dan Pelaporan; 
3. Subbagian Keuangan. 

e. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Inspektur Pentbantu Wilayah II; 
e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV: 
g. Inspektur Pembantu Khusus; den 
h. Kelompok Jabattin Fungsionul. 

(2) Sekretariai sebap,alinima dimaksud pada nynt (I) hunt( b dipimpin okh 
Sekretaris yang bcrada di bawak don bertanggung jawab kepadn Inspektur.  



(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf c, huruf 
huruf e. huruf C clan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepeda 
Inspektur. 

I41KclompokJabaum Fungsional sebagaimana dintaksud ayat  huruf h berada 
dibawah dan bertanggung )(iamb kepada Inspektur. 

(5) Subbagian-subbagian sebagairruma dimnksud pada ayat II) huruf b magic, I, 
angka 2. don angka 3 dipimpin ukh Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bcrtanggungjawnb kepada Sekretaris 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 bcrbunyi sebagai berikut 

BAB III 
Pasal 4 

PI Inapekturat mempunyal tugas membantu flugati membina dan mengawasi 
pelaksanaan Urusan Petnerintahan yang menjadi kewennngan Daerah don 
Tagus Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2)  Inspektorat dalam meloksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada ayat 
(I) rnenyelenggorakan fungal: 
a. perurrsusan kcbijakan teknis dan fasilitasi dalam bidang pcmbinaan dan 

pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal cerhadap )(aped° dan keuangan 

melalui audit, rCVIU. eVilit11011, validasi, pemaninuan, dan kegiatan 
pengawasan hiinnya; 

c. pelakstmartn pengawasan terhadap pcngaduan masyarakat, investigasi 
dan amok Haitian tertentu: 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan kourdinasi pencegaban tindok psdana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrusi; 
g. pengawasan program prioritas naslonal: 
h. pelaksanaan administrasi inspektmat kabupaten; dan 
t.  pelaksannan fungal lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dam fungsinya. 



3. Ketentuan Pasal 7 diubah. sehingga Pasal 7 bcrbunyi scbegai berikut : 

Pam! 7 

(I) Subbagian Evaluasi dan Pelaporati memputtyai lugas menytnpknn bahan 
perumumn kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian. 
monitoring, evaluasi dan pclaparan Inspektorat. 

(2) Subbagian Evaluasi don Pelapornn dalam melaksartakan togas sebagnimana 
dimaksud pada twat III menyeknggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian: 
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pclaksanaan program dan kegiatan 

Inspektorat; 
c. pelaksanaan pcnyiapan bahan dun data tcrkuit dukumen tindak lanjut 

hasil pengsawasan untuk dinilai dan dkvaluasi oleh pejabal pengawas; 
d. pelaksanaan pengelolaan dokumen tindak lanjut basil pengawasan: 
c. pclaksanaan koordinasi penylanan bahan dengan unit-unit kerja di 

lingkup Inspektorat Daerah dan penyusunan dokumen pelaporan 
Inspektonn meliputi. Ikhtlsar Laporan Hasil Pengawasan APIP, Lamont', 
Penyelenggarilall Peillerintithun Dank (LPPD). Laporan Keterangan 
Pertanggungiawaban II.Kad Burton, Laporan Keterangan 
Peromegungiawaban Akhir Masa Jabnian ILKPi AMJI Bupati, Evaluasi 
Kinerja Penyelenggaroan Pemerituahan Dnerah (ISKPP0),  dan laporan 
kedinasan lainnya; 

f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi tindak 
Innjut basil pengawastin; 

g. pelaksanuan penyusunan bahan dan metaksnnnkan pemantauan dun 
pemutakhiran tindak lanjut basil penanKanan kasus pengadtum 
masyarakot dan audit investigatifi 

h. pelaksanaan koordinasi operasionaliaasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAW); 
pelaksanaan pengelolaan laporan hart kekayaan penyelengsara Megan 
(LHKPN) dan laporan harm kckayann aparatur sipd stemma ILHKASI"III 

j. pclaksanaan koordinasi penyusunon, pengolahan dan penyejian data dan 
informasi profit Inspektorat; 

k. pclaksanaan pengudministrasian dan pengelolaan Irmo= basil 
pengawasan; 

I.  pclaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyaihm 
berkennan dengan pclaksanaan togas dan rungs( Subbagian: 

m. pclaksanaan monitoring. evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungal 
Subbagian; dan 

n. pclaksanaan fungsi lain yangdiberikan pimonan terkait dengan tugasdan 
fUngsinya. 

data yang 



4. Went's' Pas& 8 diubah, sching,ga Paul 8 berbunyi scbogoi benkut 

Pasal S 

(I)  Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyinpkan bahan perumusan 
kebijakan dart peleksanaen kebijakan tcknis, pcnglccordinasian, monitoring. 
evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan. 

121 Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud 
pada ayat (II many-drawn-Ann fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian; 
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Inspektontt 

Daerah meliputi Renault) Strategis (Renstrai, Indikator Kinerja Utama 
Rcneana Kcrja IRerkin). Program Kcrja Pengawasan Tahunan (PKP1) 

dan Perjanjian Kinerja (PK): 
c. pclaksanaan pembinaan admintstrasi perencanaan di lingkup Inspektorat: 
d. pelaksanaan koordinasi dan pengadministrusian usulan RKA/RKPA dan 

OPA/OPPA dart unit-unit kerja di lingkup Inspektorat; 
e. penyiegen bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah 

den penyusunan dokumen pelaporan Inspektomt meliputi Laponm Kittens 
Instansi Pemerintah (LKIP1; 

f. pelaksarman penatausaltaan keuangan Inspektorat; 
g. pelaksanaan perumusahann anggaran Inspektorm sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
h. pelaksanaan pengelolaan kas Inspektorat sesura dengan ketentuan 

peraturan perundang-utxlangan; 
i. Inporan realisasi kincrja dan kcuangan triomlanan atas petaksanaan 

program dan kegiatan Inspektomt: 
j. pclaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan kcuangan Inspektorat 

scsuai dengan ketentuan peraturan perundantundangan: 
k. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Inspektorat sesuai clang= 

ketentuan peraturan perundentundangan; 
I.  peleksarman monitoring, evaluasi, dan pelaporan Maas den fungsi 

Subbagian; dan 
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkalt dengan tugas dan 

fungsinya. 

5. Kaltman Pasal 9 diubah. sehingga Pasal 9 bcrbunyi scbagai berikut : 

Pasal 9 

Iq Inspelmir Pembantu mempunyas tugas meloksanokan pcntbinaan dan 
pengawasan terhedap pclaksanaan urusan Pemerintahan Daerah den kasus 
pcngaduen audit investiptif sesuai dengan wilayah kerjanya; 



(2) lnspektur Pembantu tcrditi alas : 
n. Inspcktur Pembaniu Wilnyrth ; 
b. Inspcklur Petah:mitt Khusus. 

(3)  Inspektur Pembantu Wilayah dnlam melakssusitkan tugas sebagaimana 
dimaksud pada mat (II menyektingarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan Pertimusim Program Kenn Pcngawasan Tahunan IPKPTI 

Inspcktural Pcmbantu Wilayah (Lennon berpcdoman pada kelentuan 
peraturan perundangamdangan: 

b pcnnknordittasian p•nyusunan pedurnantstandar di halting pengawasan; 
c. pengkoordinasiats pelaksanaan program p•ngawasan; 
d. pengkoordinasian pelaksaman audit. reviu, pernantatian pengelolaim 

tugas don lungst. keitangan, batting milik daerah don kepegawatan 
ter/I:slap penyeleungarnart unisan p•mrrittlahan 

c. pengkoordinasian pelaksanaan  audit. gyaktasi. pemanteuan 
penyelenggaraan p•merintah desa; 

f. perigkoordinastan pelaksanaan miu. evaluasi, pemantauan dokumen 
pemneanaan dan pelaporan kinepa, pereneanaan dan pelmittran 
keuangan terhadap penyrIenggaraan unman pernermithan daemh: 

g. pcngkoordinnsian pelaktoinitati reviu. evaluast. peinimauan prioritas 
nasional: 

h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi SiSterfl pengendalian internal: 
I.  pengkoordinusion dan prngevaluaslan pelaksanann tugas peyabat 

(ungsional lingkup Inspektorat Pcmbantu Wilayah: 
j.  pennkoordinasian pclakionitaan pemeriksaan terpadu: 
It pengoordinasian pelaksannan pcmcnksaan Inbah/bantuati sassial: 
I.  pengkoordinasaan pelaksanaan pengawasan peLaksanann rcformasi 

birokrasi; 
in. pengkeordinanian pelaksanaan Kowtows:in dalam rangka percepatan 

menuju good novenumee, clean goverment dan pelayanan 
it. pennkoordinanian pelaksanaan peran wan dan keen' sama dalam 

pentberantosan dan pencegahan tindak pidana korupsi, kejahatan 
keuangan stria pelaksanaan pengendaluan gratilikasg 

0. pengoordinasion pclaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitam: 
p. pclaksanaan evaluasi dun pclapomn ham) pertgawasan; dan 
q. pclaksanaan fungal ktelinasan lain yang thberikan pinunnan terkait 

dengan tunas dan foonsinya. 
(41  Inspektur Pembontu Khusus dalarn rnclaksanakan tutors scbagatmana 

dimaksud Isola Rya'. (I) menyelengnorakan rungs': 
a. Pelokannaan Pcrumusan Program Kerja Pengawasim Tahunan 

Inspektorat Pembanut Khusus dcngan berpedornan pada ketentuan 
penuttran prrundang. undangan; 

b. Pengkoordinosian  penytiSlinan  bahan perumusan kcbijakan 
pen: nganan kasus pengaduan masyarakat dim audit Investigatif: 

c perigkoonfinasiati pelaksanaan pelaynnan pengaduan masyarakat dan 
penienksnan dengan tujuatt tertentu; 



d. pelaksanaan penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap 
pengelolaan keuangan,Kepegawaian, kinena dan urusan pcmerintahan 
daerah; 

e. pelaksanaan audit investigadf terhadap tindak lanjut hasil pengawasan 
yang berindikasi merugikan Ketiarigan NOR(tra/ Dacrah; 

f. pelaksannon pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dan 
Inspektur, Buped dan/aiau Dubernur sebagni wakil pemcrintah pusat 
dan/atau Inspektorat Jendenat 

g. penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam pcnccgahan tindak 
pklana korupsi; 

h. pengkoordlnasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi 
birokrasi; 

I,  penanganan kasus pengaduan masyarakat pelaksanaan program 
reformasi birokrask 

j. pengevaluaaian pelaksanaan sistem pengendalian internal kasus 
pengaduan maayarakat; 

k. pengkoordinatsian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pejabat 
fungsional lingkup Inspektorat Pembantu Khusus; ; 

I.  pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi terkait dalam 
penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatil; 

m. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksunaan rencana kerja 
penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif; 

n. pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam 
prows penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum 
persidangan; 

o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan 
informasi, don pelimpahan kasus kepada instansi imago* Indium 

p. pcnyusunan dart penyampaian laporan audit investigask 
q. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pentegahan dan pemberanuman 

korupsi: dan 
r. pelaksanaan lung& kcdinasan lain yang dibetikan pimpinan terkait 

dengan lugas dan fungsinya. 

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut 

Anal 10 

(II Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan 
fungsi pengawasan. 

(2) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan don pengawasan 
pada Perangknt Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, kccamatan dan 
sekolah sena dcsalkelurahan. 



(3) Pembagian wilayah kerja sebegaimana dimaksud pads twat (2) terdiri etas : 
a. Inspektur Pembantu Wilayah 1 : 

1.  Dinas Pendidikan; 
2. Dinas Kependudukon den Pencatatan Sipil; 
3. Dina, Perdagangan; 
4. Dinas Lingkungan Ilklup dam Pethubungan; 
5.  Elation Kesatuan Bangsna Pnlitik; 
6. Bagian Pemerintalten: 
7. Bagian Hukum; 
13.  RSUD H. Damanhuri Barabai; 
9. Kecamatan Batang Alai Utara; 
10. Kccamatan Barabal; 
11. Kecamatan Hantakan; dan 
12. Badan Usaha Mikk Daerah. 

b. Inspektur Pembantu Wilayah II 
1. Sekreunint Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacruh; 
2. Dinas Pertanittn; 
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Deea; 
4. Dinas Penanaman Modal. Pelamnan Terpadu Satu Pintu. den Tenagn 

Kerja ; 
5. Dinas Kotnunikasi den Informalika; 
6. Badan Pengelola Pajak den Reuibusi Daerah; 
7. Radar. Penanggulangan Bencana Daerah; 
8. Beaten Perekunnmian dan Sumber Days Alain; 
9. Bagian Administrasi Pembangumm; 
10. Kecamatan labuan Amas Selman; 
/1. Kecamatan Bow Sentare; den 
12. Kecamatan Batang Mai Timur. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah III : 
I. Dines Pekerjaan Umum den Penataan Ruang; 
2. Dinas Sosinl. Pengendalian Pendaduk, Kcluarga Berencana 

Pemberdaynan Pcrcmpuart, dan Pcrlindungan Anak; 
3. Dines Perpustakaan; 
4. Dines Perumahan Rakyat den Kawasan Permukiman; 
S. (Knits Ketahanan Pangan dan Perikanan; 
6 Bagian Kesejahterann Rakyat; 
T. Bagian Organisasi; 
8. Bagian Pcngadaan Baranghlasa; 
9. Kecamatan Labuan Amas Utara; 



10. Kecamatan Batang Alas Selatan. elan 
1. Kecamatan Limpasu. 

d. Inspektur Pembanm Wilaynh IV 
I. Inspektoral; 
2. Dina, Kcschntair. 
3. Ulnas Kripcmudann, Olah Rage. clan Parisasata; 
4. Satuan Pobsi Pam's% Praja clan Pcmadam Kebakaran; 
5. Baden Pengelola Keuangan dan Aset Daeralt 
6. Baden Perencanaan Pembnngunan, Penelitian. dan Pengembangan 

Darrah; 
7. &whin Kepegnwaian clan Pcrigembangan Sumba- Data Manusie 

Darnall: 
8. Bagian Protokol dan Kunlun:166i Pimpinan; 
9. Bagian Umum: 
10. Bagian Perencanaan den Keuangtin; 
11. Kecamatan Pandawan: dan 
12. Kecamatan Haruyan. 

(41 Pembagian wilayah schagatrnana dimaksud pada ayat 13) termasuk di 
dalamnya untuk Dina% dan Kadan. Kehirahan. Dna dan Sekolah pada 
missing-missing wilayah Keearnatan. 

(51 Pembagian wilayah sebagaimana ditnaksud pada ayut 131 tidak berlaku untuk 
Inspektur Pembentu Khusus. 

7. Ketentuan Pasal 13 diubeh. selungga Pasal 13 berbunp sebet(rai bcrikut 

BAB V 

Pasal 13 

11)Tugas dan fungsi Inspektorat sena masing-masing satuan organisasi di 
lingkup Inspektorat merepakun satu kesatuan yang utuh den tidak dapat 
dipizethkan. 

12) Inspcktur, Sekectaris, Inspektur Pembantti, Kepala Subbagien. dan Kclompok 
slabaten Fungsional dolma menjalankan rugasnya wajib Mcnerapkan prinwp 
koordinasi. integnisi, sinkrunisasi dan simplifikasi sccara vertikal clan 
honrontal. buk dalam hngkup Inspektorot meupun linglcup Pemerintah 
Daereh sera dengan instansi lain di luar Pcmerintah Dacrah snuck; ckngan 
tugas dan fungsmya masing-masing. 



?float II 

Peraturan Bupati iM mukti berlaku pada umggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinyo. memenntolikan pengundongon Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya &Jam Sento Dan  Kabupaten Huh Sungai 
Tengah. 

Ditetapkan di Baraboi 
pada tanggal 30  Desember 2020 

BUPATI,HULU/SUNGAI TENGAH, 
• ‘,.%" 

Diundangltan di Barabai 
pada tanggal 30 Desember 2020 

PENJABAT SEKRETAR1S DAERAH 
KAB SUNOAI TENGAH, 

HMANSTAH 

BERtTA KABUPATEN HULU SUNGAI TENOAH 
TABUN 2020 Nt IOR 64 
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